:..,M_.F..,._.._,....a K

_.ﬂ L ...ﬂ W

= N

r-r'--l—'—-rr'————_- W

R T =

..................

r B 1]
Mamad : JIAT PRl TiA L | Y

¢ Bdsras Dersliber Jemdersl Fembinsen
Fanggsd
L]
¥ L B N Ia Fp

Largaras 11

<

)
L]
| 1'l_|l_

£ ]
¥
¥
LE

gl1ila[1]1313]

..........

swan
T
W ALHOAVAH
5./l Sirma3a

Alamai ;
. ; Hl't"llﬁ_'i_tllfl'

~¥ayasan

dibsrikan kepada :.
2i3i2|5l2l0

H‘ 3 I‘ I H (¥}

- Propinsd Jawa Barast Mo

Kabupaten | Kotamadya
madeasah |
o
dengan Momor Statistik Madrasah [ NSM )

LLL ——

EER R R RV ___m i _p
f“......,*..”..... gy .._,......___.*.....ﬂ‘.___.__ m_.r m.._._..hf- ;_,..!#.._..._.mmh_w ﬁ“.ﬁ.__.‘.,,..,.d..,..fmm M by _,_ byl .,m




KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROFPINSI JAWA BARAT
NOMOR : WUIPP.03.2/199 /1999

TENTANG

PEMBERIAN STATUS DAN PIAGAM JENJANG AKREDITASI MADRASAH
TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

Menlmbang :

a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan
pendidikan pada madrasah, dipandang perlu untuk menetapkan Status
Madrasah Tsanawlyah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama.

b. bahwa Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan
status sebagaimana tercantum dalkam kolom 4 lampiran keputusan ini.

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1589 tentang Sistem
Pendidikan Masional

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1580 ientang
Pendidikan Dasar.

2. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1874 tentang pokok - pokok
Organisasi Departemen

4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi
Departemen vyang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan
Keputusan Presiden Rl Nomor 76 Tahun 1996.

5 Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 lenlang susunan
Organisasl dan tata kerja Departemen Agama yang telah divbah dan di
sempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomeor 7%
Tahun 1984,

6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 1878 tentang susunan
Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri.

7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1583 tentang Madrasah
Tsanawtyah

8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1987 tentang Status
Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan
Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama lslam:

9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor
E/250.A/1997 tentang syarat - syarat dan tata cara Pendirian Madrasah
Swasta:

10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor
E/251.A/1897 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan
Dasar dan Menengah:

11_Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama |slam Nomor
E/IV/IPP.03. 2/ED/462-A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akredtasi
Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.



Membaca :
Hasil Penilaian Tim Penilai Madrasah Tsanawiyah Swasta pada Kantor Wilayah

Departemen Agama Propinsi Jawa Barat MNomor, WVI/Kp.076/3513/1998
Tanggal 15 Juni 1998,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PEMEERIAN STATUS DAN
PIAGAM JEMJANG AKREDITAS|I MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  KABUPATEN
TASIKMLAYA

Pertama : Meningkatkan status madrasah sebagaimana tercantum dalam kKolom
3 menjadi sebagaimana tercantum pada kolom 4 dan memberikan piagam
jenjang Akreditasi dengan nomor piagam sebagai mana tercantum dalam
kolom 5 kepada Madrasah Tsanawiyah Swasla yang tercantum dalam
kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua . Status sebagaimana di maksud dalam diktum pertama di atas berlaku
selama lima tahun, terhitung sejak tahun pelajaran 1999/ 2000.

Ketiga : Apabila sebelum masa lima tahun terjadi peningkatan atay penurunan
mutu penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada
kolom dua lampiran keputusan ini, maka statusnya akan diubah
disesuaikan sebagaimana mestimma.

Keempat : Segala sesvatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana
mestimra  jika termyata di kKemudian hari terdapal Kekelruan dalam
penatapan ini.

Kelima . Surat keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersanghkutan

untuk dipergunakan sebagalmana mestimya.

Ditetapkan di . BANDUNG
pada tanggal . 17 Juni 1989

s AN KEPALA
4757 T )KEPALA BIDANG PEMBINAAN
{5 RGURUAN AGAMA ISLAM

TEMBLISAN :

1. Dirjen Binbaga |slam Jakarta

2. Sekjen Departemen Agama Jakarta

3. tjen Departemen Agama Jakarta

4. Kakamwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat ( sebagal laporan )
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya

6. Kepala MTs Negerl selaku Ketua KKM MTs Swasta Ybs.



